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P4ENETAPAN
Nomor 57/Pdt.P/2021 /PA.Mtr.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Surahman bin Sabri tempat lahir Gegutu Timur pada tanggal 14 April 1997 (umur 24
tahun), agama Islam, Buruh, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Gegutu
Timur RT.006,RW235, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang Kota
Mataram, sebagai : “Pemohon I”

Aprilianda Upami binti Sahnun, tempat lahir Gawah Gadung pada tanggal 22 April
2002 (umur 19 tahun), agama Islam, Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di
Jalan Jend Sudirman Gegutu Timur , RT.006,RW 235 Kelurahan Rembiga
Kecamatan Selaparang ,Kota Mataram, sebagai: “Pemohon II”

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari

2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam

register perkara Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Mtr. telah mengemukakan hal-hal

pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada 16 Januari 2020 , Pemohon | dan Pemohon Il melangsungkan
pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Gegutu Timur.,
Kelurahan Rembige Kecamatan Selaparng Kota Mataram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus Jejaka dalam
usia 22 tahun, dan Pemohon Il berstatus Perawan dalam usia 17 tahun
pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon Il
bernama:Sahnun dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Abdul
Wahid dan Usman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 1.000.000,-

( Satu juta rupiah ), Tunai;
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3. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan para Pemohon | dan Pemohon Il tersebut
dan selama itu pula Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai
kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il ternyata
tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota
Mataram, sementara saat ini Pemohon | dan Pemohon Il membutuhkan
kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan
Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut disahkan untuk memperoleh akte
nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon | dan Pemohon II telah
memperoleh pengakuan hukum;

7. Bahwa oleh karena Pemohon | dan Pemohon Il adalah orang yang tidak
mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya
yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon | dan
Pemohon Il mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa
dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Ii;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat
kediaman Pemohon | dan Pemohon lI;

4. Membebaskan Pemohon | dan Pemohon Il dari biaya perkara dan
dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021;
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Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon | dan
Pemohon Il telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat
terkait pengesahan pernikahan yang diajukan para Pemohon berdasarkan
hukum Islam, akan tetapi Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan tetap pada
permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan
Pemohon | dan Pemohon Il yang isinya tetap dipertahankan oleh para
Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Pemohon | dan Pemohon I
telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5271051404970002, An.
Surahman, dikeluarkan oleh PEMDA Kota Mataram, tanggal 13
November 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda P.1;

2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5203196202020008, An.
Aprilinda Upami, dikeluarkan oleh PEMDA Kota Mataram, tanggal 21
Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda P.2 ;

B. Saksi

....... bin ......., umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat
tinggal di  Lingkungan Pemamoran, Kelurahan Monok,
Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ,;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di

muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon | bernama Surahman dan Pemohon I
bernama Aprilinda Upami karena saksi adalah keluarga Pemohon I;

- Bahwa benar Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan
pernikahan menurut ketentuan syariat Islam pada tanggal 16 Januari
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2020 di Lingkungan Gegutu Timur, Kelurahan Rembiga, Kecamatan
Selaparang, Kota Mataram;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka dan
Pemohon Il berstatus gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali
nikah ayah kandung Pemohon Il bernama : Sahnun dan dihadiri saksi
nikah masing-masing bernama: Abdul wahid dan Usmad dengan mas
kawin berupa uang sebesar Rp. 1000.000,- ( seribu rupiah), tunai;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon | dan Pemohon Il hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai anak ;

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak Kketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut
dan selama itu pula Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam;

- Bahwa Pemohon | dan Peochon Il mengajukan Itsbat agar pernikahan
mereka tercatat di Kantor Urusan Agama; agar Pemohon | dan Pemohon
Il memperoleh Akta Nikah ;

- Bahwa benar Pemohon | dan Pemohon Il adalah orang yang tidak

mampu (miskin);

................ bin ........cccueeeee,  umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan. Swasta,
tempat tinggal di Lingkungan Montong Are, Kelurahan
Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram,

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di

muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon | bernama Surahman dan Pemohon
Il bernama Aprilinda Upami karena saksi adalah keluarga Pemohon I;

- Bahwa benar Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan
pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Gegutu
Timur, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Hal. 4 dari 11 halaman Penetapan : 57 /Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka dan
Pemohon Il berstatus gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali
nikah ayah kandung Pemohon Il bernama : Sahnun dan dihadiri saksi
nikah masing-masing bernama: Abdul wahid dan Usmad dengan mas
kawin berupa uang sebesar Rp. 1000.000,- ( seribu rupiah), tunai;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon | dan Pemohon Il hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai anak ;

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut
dan selama itu pula Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam;

- Bahwa Pemohon | dan Pechon Il mengajukan Itsbat agar pernikahan
mereka tercatat di Kantor Urusan Agama; agar Pemohon | dan Pemohon
Il memperoleh Akta Nikah ;

- Bahwa benar Pemohon | dan Pemohon Il adalah orang yang tidak

mampu (miskin);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon | dan Pemohon

Imenyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka semua hal-hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat
jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan
dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari
Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon | dan Pemohon Il pada
pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon | dan Pemohon Il pada tanggal 16
Januari 2020 telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam
di Lingkungan Gegutu Timur, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang,
Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut
tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1, dan P-2 serta 2 (dua) orang
saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup
dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat
tinggal Pemohon | di Lingkungan Gegutu Timur, Kelurahan Rembiga,
Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai
kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285
R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup
dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat
tinggal Pemohon Il di Lingkungan Gegutu Timur, Kelurahan Rembiga,
Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai
kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285
R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil
permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga
keterangansaksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil
permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
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sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, bukti surat
bukti saki-saksi, dan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim
menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2020, Pemohon | dan Pemohon Il
melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di
Lingkungan Gegutu Timur, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang,
Kota Mataram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka , dan
Pemohon Il berstatus gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali
nikah ayah kandung Pemohon Il bernama : Sahnun dan dihadiri saksi
nikah masing-masing bernama Abdul Wahid dan Usmad, dengan
maskawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah),
tunai;

3. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak ;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan  Pemohon | dan Pemohon Il tersebut
dan selama itu pula Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai
kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il
ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang,
Kota Mataram;

7. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah orang yang tidak mampu
(miskin);
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal
dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz I, halaman 308 yang menyatakan :
Jusng 8] JUWI Jsledlg 2S5 6i).o| aid o amsSsS

Artinya : “ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig
dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama
perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i
berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang
berbunyi :
Jac saaliv g W Vi glSG Y
Artinya “Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali den gan adanya wali

dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il
tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 16 Januari 2020 atau
sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan
tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun
ternyata perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut tidak mempunyai
halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan perkawinan
Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf

(e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dalam pengajuan
permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesehan Nikahnya
tersebut dengan maksud memperjelas keabsahan perkawinannya dan untuk
mengurus Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka terbukti pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il yang terjadi
pada tanggal 16 Januari 2020, telah melangsungkan pernikahan menurut
ketentuan syariat Islam di Lingkungan Gegutu Timur, Kelurahan Rembiga,
Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, telah memenuhi rukun dan syarat
perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga
permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan
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perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut adalah sah menurut
hukum untuk dicatatkan ke KUA. dalam wilayah hukum tempat tinggal para
Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon | dan Pemohon
Il tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi
masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan
oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2)
Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama
RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatatan Nikah, Majelis memandang
patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya
tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon
I dan Pemohon Il tersebut yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Selaparang, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan
Agama Mataram Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Mtr. tanggal 21 Januri 2021 tentang
layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon | dan Pemohon Il
diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara
melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala Peraturan
perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar’i yang berhubungan dengan

perkara ini;
MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Surahman bin Sabri)
dengan Pemohon Il (Aprilinda Upami binti Sahnun ) vyang
dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2020, di Lingkungan Gegutu

Timur, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
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3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatat
perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Selaparang, Kota Mataram;

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 212.000; ( dua ratus
dua belas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA
Pengadilan Agama Mataram tahun 2021;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Senin anggal 8 Februari 2021 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. St. Nursalmi
Muhamad, sebagai Ketua Majelis, H. Abidin H. Ahmad SH. Dan Drs. H.
Nasrudin, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rusni SH. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon II;

Hakim Anggota Ketua majelis,
H. Abidin H. Ahmad, SH Dra. St. Nursalmi Muhamad
Hakim Anggota

Drs. H. Nasrudin, SH.

Panitera pengganti,

Hj. Rusni SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses : Rp. 50.000,-
2. Panggilan : Rp. 150.000,-
3. Meterai : Rp.12.000,-
Jumlah Rp. 112.000,-

( seratus dua belas ribu rupiah)
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